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Revisi Ul
JAKARTA - Pembahasanrevisi
Undang-Undang Nomor 17/
2014 tentang MPR, DPR, DPD,
DPRD (MD3) disepakati untuk
dilakukan di dalam program
legislasi nasional (prolegnas).
Kesepakatan ini sekaligus me-
ngoreksi keputusan sebelum-
nya, DPR dan pemerintah akan
membahasrevisiUUMD3inidi
luar prolegnas. :

Menurutanggota Badan Le-
gislasi (Baleg) DPR dari Fraksi
Partai Demokrat Khotibul
Umam Wiranu, kesepakatan
tersebut diambil dalam rapat
konsultasi pengganti Badan
Musyawarah DPR karena kha-
watir pembahasan di luar pro-
legnas akan menjadi persoalan
dikemudianhari.

“Ini untuk menutup celah
gugatan yang mungkin terjadi
saat pembahasan berlangsung.
Jadi kita meminimalisasi se-
mualubangyangkira-kiramen-
jadi persoalan,” kata Khotibul
seusai rapat konsultasi peng-
ganti Bamus, di Gedung DPR,

- Jakarta,kemarin.

Khotibul menjelaskan, revisi
terhadap sebuah UU dapat dila-
kukan dalam dua pendekatan
yakni melalui prolegnas atau di
luar prolegnas. Khusus di luar
prolegnas, itu dapat dilakukan
apabila memenuhi unsur yang

terdapat di dalam Pasal 23 ayat
(2) Undang-Undang (UU) No
12/2011 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undang-
an. Pasalituintinyaadalah pem-
bahasanUUdiluarprolegnasha-
nyabisadilakukanketikakeada-
annya mendesak atau darurat.
Sementara yang melatarbela-
kangi revisi UU MD3 adalah
konflik antara Koalisi Indone-
sia Hebat (KIH) dan Koalisi Me-
rah Putih (KMP). “Nah, situasi
konflik antara KMP dan KIH
kan menurutsayabukan situasi
darurat,” ungkapnya.

Dalam rapat pleno Baleg DPR
dengan agendapandanganmini
fraksi, sembilan fraksi sepakat
merevisi UU MD3. Hanya Fraksi
Partai Golkaryang belum mem-=
berikanpendapatmininyakarena
menunggu hal tersebut dikon-
sultasikankepimpinan fraksinya.

“Namun, itu tidak berpenga-
ruh terhadap proses revisi. [tu
dapat tetap dilanjutkan sebab
mayoritas fraksi telah sepakat
untuk merevisi UU tersebut. Ti-
dak perlu menunggu Golkar ka-
renasudah sembilan fraksi,” kata
KetuaBaleg DPR Sareh Wiyono. .

Sementara itu, Ketua DPD
Irman Gusman mengingatkan
DPR agar dalam pembahasan
revisiUUMD3melibatkanpihak-
nya. Sikap DPR yang bersikukuh

lelalui Prolegnas

enggan melibatkan DPD, menu-
rut Irman, justru bisa menjadi
blunder karenajika UU tersebut
nantidiujimaterikanbisadiputus
cacat formal karena tidak meng-
indahkan aturanyangberlaku.

“Ini bukan kami ingin diajak.
Tapi, supaya apa yang dihasilkan
nant akan diuji materi sekelom-
pok masyarakat akibatnya cacat
formallagi,”kataIrman.

DPD, kata Irman, sangat me-
mahami diperlukan revisi UU
MD3secaracepat. Tetapi, sesuai
denganUUNo12/2011tentang
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan, pembahas-
anharusmelaluimekanismetri-
partit yakni DPR, DPD, dan pe-
merintah. Apalagi UUini terkait
juga dengan DPD sehingga me-
kanismeituharusdiikuti.

“Kitasudahmendengarbah-
wa pemerintah akan melibat-
kan DPD. DPD telah mengi-
rimkan surat kepada Presiden
dan DPR untuk sungguh-sung-
guh  mematuhi undang-
undang,” ungkapnya.

Senator dari Sumatera Barat
ini mengungkapkan, apa pun
dengan alasan demokrasi tetap
harus menegakkan konstitusi.
Maka itu, DPD tetap mengajak
DPR serta pemerintah mema-
tuhikonstitusi.
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